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WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu adanya Standar
Kompetensi Jabatan Struktural;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka
perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Standar
Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
ingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);




10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan-kecamatan di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006,
Nomor 4 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang

Nomor 18);




Menetapkan
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Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 21);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang

Nomor 24);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR KOMPETENSI
JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Semarang;
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Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seoarang
Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai
Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif
dan efisien;

Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas dan tanggung
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegewai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi negara;

Pejabat Struktural yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah untuk jabatan
struktural Eselon II, III, IV dan Eselon V;

Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut Standar
Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus
dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan
struktural,

Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat
struktural;

Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat
struktural sesuai bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;

Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam
bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan;

Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan
yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu;

Kamus Kompetensi Jabatan adalah kumpulan kompetensi jabatan yang
meliputi nama kompetensi, batasan, tingkat dan bobot kompetensi;

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota.

BAB II
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
Pasal 2

Kompetensi Jabatan meliputi :

a. Kompetensi Dasar ; dan

b. Kompetensi Bidang.




Pasal 3

(1). Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mutlak dimiliki oleh
setiap pemegang jabatan meliputi :

a. Integritas;
b. Kepemimpinan;
c. Perencanaan dan Pengorganisasian;
d. Kerjasama; dan
e. Fleksibilitas.
(2). Jumlah bobot Kompetensi Dasar yang diperlukan untuk jenjang jabatan

ditentukan sebagai berikut :

a. Eselon Il .3
b. Eselon III : 2
c. EselonIVdanV S |

Pasal 4

(1). Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipilih dari
kompetensi yang tersedia dalam Kamus Kompetensi Jabatan sesuai
kompetensi bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dengan
jumlah antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kompetensi.

(2). Tingkat dan bobot dari setiap kompetensi bidang struktural, berpedoman pada
Kamus Kompetensi Jabatan berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan
Kompetensi Jabatan Stuktural Pegawai Negeri Sipil, yang telah
Disempurnakan pada Tahun 2006.

Pasal 5

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan
prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang
pangkat yang ditetapkan untuk jabatan yang ditetapkan untuk jabatan itu serta
syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau
golongan.

Pasal 6

Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS ini disusun untuk menjamin
objektivitas, keadilan dan transparansi pengangkatan PNS dalam jabatan
struktural, dan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta

menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.




Pasal 7

Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Standar Kompetensi Jabatan Struktural dimaksud dalam Pasal 7, disusun oleh
Tim Analisis Kompetensi Jabatan Pemerintah Daerah.

Pasal 9
Standar Kompetensi Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVI Peraturan Walikota
ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal |4 NOF ewber 2012

Plt. WALIKOTA SEMARANG
WAKIL WALIKOTA

_ VBM

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal |4 /Jop 2002
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

i

ADI TRI HANANTO

Asisten Administrasi Pemerintahan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN >0 2. NOMOR 27~




